[@loEle

41282 Jdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER TAPM
(TESIS)

IMPLEMENTASI KELURAHAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005 DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

Disusun Oleh ;

AHMAD NAHROWI
NIM~ 017980479

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka
2013

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka


LENOVO
Stamp


41282 df

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KELURAHAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

e

AN T
Y T
-
-

===

TAPM Diajukan Sebagai Salah.Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Sains Palam IlImu Administrasi
Bidang Minat/Administrasi Publik

Disusun Oleh :
AHMAD NAHROWI
NIM. 017980479

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA 2013

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41282 pdf

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SUB DISTRICT BASED ON
GOVERNMENT REGULATION NO.73,2005 AT
KOTAWARINGIN BARAT REGENCY

Ahmad Nahrowi Pascasarjana Programme Public Administrstion Magister
In Opened University February 2013. Advisor
Dr. Andy Feftawijaya, SDA., Ph.D and Dr. Utuyama Hermanyah, M.Si

UNIVERSITAS TERBUKA

Key words:  The sub district as united work of territary farees (SKPD) based
on government regulation no.73, 2005 “r“increasing public
servicing.

Abstract. The aim of this research is knowing and describing a problem about
“Implementation of district based on “Qovernment regulation no.73,2005 at
Kotawaringin Barat Regency”. It ~causes” the principle of government
implementatation that accept univerSally” in Indonesian Repubic based on
desentralitation principle and the‘.aim publicically to increase government
implementation in efficient and effective that form structural efficiency model
approach and increasing society, participation in government and development that
form participatory model approach.

Territory autonomy poliCy4n constition no.32, 2004 about territory government and it
has change several ‘times, and constitution no.12, 2008 as second change of
constitution no:82y.2004. In this constitution, center government has given wide
autinomy exphcitely to territory government caring and manging someimportances
and prosperous in that territory. The main thing is the territory government must be
optimize deveiopment of territory that be orientedtoward society importance. It will
be realityif territory government and territory society had given big responsible and
more efficiently for faster rate development. As description is applying government
regulation no.73, 2005 about the sub district. During this time, main task and function
of the district had been the main task and the function as united work of territory
forces, but the budgeting had been not appropriate. It causes message of government
regulation no.73, 2005 hat not yet apply all of it.

Method of study that used in “The task last of Magister Program” (TAPM) is
qualitative descriptive research design. The aim of this research to give description
briefly and systimatically about a problem, then analyze it to look for problem
solving. Descriptive qualitative method is a methodology research that study and
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observation about a problem that use the way: collect the data, the fact with interview
to analyze and interpreted it exactly. Its to give description about the problem and
relation of phenomenan that influence it. The result of these research are:

1) The implementation about Government Regulation No. 73 2005 about sub

district find some obstructions. It caused there is no punishment to some regency
that not yet implementation it. Another that from Center Government not force to
apply and implement it about subdistrict all of it until now.

2) The implementation of Government Regulation No. 73 2005 about sub district,
its need descendant regulation from Ministry Secretary of the Interior and
Ministry Secretary of Finances and then the government regency make
descendant regulation too, they are territory regulation and regency regulation.

3) The implementation about government regulation No. 73 2005-ahout sub district,
its need compatibility with government regulation Noi_41 2007 about the
organization of territory forces. It caused subdistrict is aroffice of echelon 1V. It
should any of self instruction about application asdnited“work of territory forces,
because the office that had applied as united work of’territory forces all of it, its
the office of echelon Il until now.

4) The implementation about government régulatioh No. 73 2005 about sub district,
its need territory preparing because not all of territory able to apply government
regulation No. 73 2005. The territory that prepare yet to get over attention from
center government. It caused good or quality public serving or public society is
through first rate serving basically.
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IMPLEMENTASI KELURAHAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005 DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

Ahmad Nahrowi Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik
Universitas Terbuka Februari 2013. Pembimbing
Dr. Andy Feftawijaya, SDA., Ph.D dan Dr. Utuyama Hermansyah, M.Si

UNIVERSITAS TERBUKA

Kata kunci:  Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah'sesuai dengan
Peraturan Pemerintan Nomor 73 Tahun 2005, dalam rangka
peningkatan pelayanan publik.

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, dan“mendeskripsikan permasalahan
“Implementasi Kelurahan Berdasarkan Peraturéan *Pemerintah Nomor 73 Tahun
2005 di Kabupaten Kotawaringinn Barat”.™Viengingat asas penyelenggaraan
pemerintahan yang dapat diterima secara universal di Negara Republik Indonesia
adalah berdasarkan asas desentralisasi~dah Secara umum tujuan tersebut adalah
peningkatan efisiensi dan efektivitas pemyelenggaraan pemerintahan yang merupakan
pendekaatan structural efficiency \modei, serta peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pemerintahan dan pembangunan yang merupakan pendekatan participatory
model.

Kebijakan otonomi dderah“dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daeral, dafi“sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
undang-undang. Normar” 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-
undang Nomer-32, Tahun 2004. Didalamnya secara eksplisit memberikan otonomi
yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai
kepentingan.dan kesejahteraan masyarakat yang ada didaerah. Intinya Pemerintah
Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada
kepentingan masyarakat. Hal ini dapat terwujut apabila Pemerintah Daearah dan
masyarakat didaerah lebih diberdayakan, sekaligus diberikan tanggung jawab yang
lebih besar dengan tujuan untuk mempercepat laju pembangunan. Sebagai
gambarannya adalah dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
2005 Tentang Kelurahan. Selama ini apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi
Kelurahan adalah tugas pokok dan fungsi Kelurahan seperti Satuan Kerja Perangkat
Daerah akan tetapi untuk penganggarannya belum sesuai, karena amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 belum sepenuhnya di terapkan.
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Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan “Tugas Akhir Program
Magister” TAPM ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode
penelitian yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas dan sistematis
tentang suatu permasalahan, kemudian dianalisis guna mencari alternative pemecahan
masalah. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang mempelajari dan
mengamati suatu masalah dengan mengumpulkan data, fakta-fakta melalui
wawancara untuk dianalisa dan diinterperestasikan secara tepat, sehingga
memberikan gambaran tentang masalah, serta hubungan dari fenomena-fenomena
yang mempengaruhinya. Hasil temuan penelitian ini adalah:

1) Bahwa pelaksanaan implementasi Peraturan Pemrintah Nomor 73 Tahun 2005
Tentang Kelurahan masih menemui beberapa kendala ataupun hambatan karena
bagi daerah yang belum mengimplementasikan peraturan ini tidak ada sangsi yang
jelas. Selain itu dari pemerintah pusatpun sampai saat ini juga-tidak memaksakan
supaya daerah secepatnya untuk mengimplementasikan (ari{amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan dengan Sepenuhnya.

2) Bahwa dalam melaksanakan Peraturan Pemrintah, Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan perlu adanya aturan turunan béik itudari Kementrian Dalam
negeri dan juga Kementrian Keuangan, setelab.itt” Pemerintah Daerah juga
membuat aturan turunan yaitu berupa Peraturdn.Daerah dan juga Peraturan Bupati.

3) Dalam implementasi Peraturan Pemyrintah,/~Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan ini juga perlu di singkronkan derigan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Karena sampai saat ini
kelurahan adalah kantor yang eselonnya masih eselon IV bagaimana seharusnya
hal itu ada petunjuk tersendiri“akan pelaksanaan eselon 1V sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah, karena.kantoryang sudah diterapkan sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah secara penth adalah kantor yang eselon I11.

4) Dalam implementasi{ Pergtiuran Pemrintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan perlu adanya. kesiapan daerah karena sampai saat ini belum semua
daerah dapat menérapkan PP yang dimaksud, bagi daerah yang belum siap supaya
pemerintah pusat*memberikan pernhatian yang lebih, karena pada hakekatnya ini
adalah dalamrangka pelayanan publik atau pelayanan masyarakat yang baik
ataupun yang.berkualitas yaitu melalui pelayanan prima.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Kelurahan
Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang
mempunyai organisasi pemerintahan terendah, ini adalah berdasarkan tentang
berdirinya kelurahan yaitu berdasrkan undang-undang Nomor: §<Tahun 1979. Dari
pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Kelurahan adalah “satuan organisasi
pemerintah terendan dengan tugas pokok adalah pelayanarkepada masyarakat.
Dengan adanya undang-undang Nomory 5, Tahun 1979 maka diikuti dengan
adanya Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1980, dan didalam Peraturan
Pemerintah tersebut juga menegaskan. téntang pelaksanaan kelurahan serempak
dilaksanakan pada tanggal 1.januari“1981. Perkembangannya setelah bergulirnya
reformasi maka dalam rangka.melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat 1 adalah:
“Pertama Pasal ‘§ayat 2 Undanng-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;-Kedua Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang
Pemmeriftahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor, $25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor: 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerinntahan daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-
undang Nomor: 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548)".

Maka pada tahun 2005 ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang

mengatur tentang kelurahan, Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan
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Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Sehingga sesuai dalam
Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 semua jelas yaitu dari Bab | sampai
dengan Bab X yang memuat 32 pasal ini mengatur tentang organisasi pemerintahan
terendah yang melayani msyarakat yaitu Kelurahan.
2. Variable dan Indikator Kelurahan Sebagai SKPD

Variabel ataupun indikatot Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daearah adalah Sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintaly-Nomor: 73 Tahun
2005 tentang Kelurahan yang mengamanatkan bahwa;“*Untuk mewujudkan
tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah; Jpemerintah berkewajiban
melakukan pembinaan atas penyelenggaraan » pemerintahan daerah termasuk
pemerintahan kelurahan”. Pembinaan yang dimaksud adalah mengandung filosofi
bahwa diperlukan inovasi dan kreatifitas ‘grnituk mendorong upaya-upaya percepatan
atau akselerasi pembangunan™ kelurahan seperti penanggulangan kemiskinan,
penanganan bencana, péningKatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana
perkotaan, pemanfaatan/-Sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan
pengembangan..sesial’ budaya pada skala kabupaten/kota, karena pada prinsipnya
masyarakatskeldrahan sangat membutuhkan “sentuhan dan perhatian” yang sama dari
pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, sudah selayaknya “hak masyarakat di kelurahan” hendaknya
sama ataupun setara dengan hak masyarakat yang ada di desa. Dimana untuk
mencukupi Public Goods masyarakat desa dialokasikan melalui ADD. Untuk
masyarakat kelurahan cenderung belum ada ketegasan karena dalam PP: 73 Tahun

2005 tentang Kelurahan tidak diamanatkan alokasi dana untuk kelurahan. Padahal
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apabila kita merujuk pada ketententuan pasal 201 ayat (1) UU Nomor: 32 Tahun 2004
dan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PP. Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa diamanatkan
bahwa : Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan
dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Masyarakat kelurahan secara esensi sama
seperti masyarakat desa berhak atas alokasi anggaran guna pemberdayaan
masyarakat.

Bahkan mungkin kebutuhan public goods kelurahan lebii.kompleks karena
banyak wilayah kelurahan yang menjadi kantong-kantorig “kemiskinan diwilayah
kabupaten/kota. Namun demikian karena dalam ketentian” Kelurahan merupakan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), makasalokasi“anggaran kelurahan tentunya
tidak dapat dimasukkan dalam belanja langsung"SKPD (dalam bentuk belanja transfer
antar entitas pemerintahan). Namun ffasus-diwujudkan dalam bentuk alokasi bantuan
sosial (BLM) yang ditujukan. kepada kelompok masyarakat guna pemberdayaan
masyarakat.

Disisi lain dalam’proses pembentukan janin Rancangan Undang Undang
tentang Pemerintahlan Daerah, Desa dan Pilkada sebagai bagian dari revisi UU
Nomor: 32.JFahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sentuhan pemberdayaan
masyarakat kelurahan melalui alokasi anggaran kelurahan cenderung termajinalkan
dan terlupakan oleh masing masing stakeholders yang berkepentingan dalam
perumusan draf RUU. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat kelurahan
cenderung tidak terwakili aspirasinya karena dalam struktur kelembagaan
sebagaimana diamanatkan dalam PP. Nomor: 41 Tahun 2007. Tentang Organisasi

Perangkat Daerah bahwa Kelurahan merupakan bagian dari SKPD (Satuan Kerja
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Perangkat Daerah) sehingga alokasi anggarannya masuk dalam DPA SKPD
Kelurahan yang notabene akan banyak terserap dalam konten belanja rutin dan tidak
memungkinkan untuk mengalokasikan dana untuk pemberdayaan masyarakat karena
pengelolanya tentunya adalah Kepala Kelurahan selaku kepala SKPD.

Hal tersebut cukup berbeda dengan status dan kondisi pengelolaan Dana
Alokasi Desa yang secara riil telah diatur pelaksaanaannya serta masuk dalam dana
Blog grand yang menyatu dengan siklus pengelolaan keuangan desa melalui
APBDes. Kalau dilihat dari dasarnya bahwa Kelurahan+adalah” unsur pelayanan
masyarakat kepanjangan dari Pemerintah Kabupaten dan‘&Kecamatan maka Kelurahan
juga sebagai bagian dari NKRI yang masyarakatnya juga berhak untuk diberdayakan.
Dari itu maka yang diperlukan adalah masukarirdari berbagai kelompok kepentingan
untuk menggolkan aspirasi alokasi dafiaskeiurahan yang nantinya dapat muncul dalam
pembahasan RUU pemerintahan‘daerah.

Berkaitan denganchal_teérsebut maka sekali lagi perlu kearifan kita bersama
untuk secara kolektif “perfunya mengusulkan regulasi tentang Alokasi Anggaran
Kelurahan (AAK), misalnya dalam bentuk Permendagri, perubahan/ penyempurnaan
PP Nomors.Z3 Tahun 2005 atau dimasukkan dalam penyempurnaan UU tentang
Pemerintahan Daerah. Hal ini sangat penting sebagai landasan hukum pengalokasian
dana untuk masyarakat (BLM) guna mendukung kegiatan pemberdayaan dan
kelembagaan masyarakat di kelurahan. Adapun alokasi dana tersebut dalam bentuk
alokasi anggaran kelurahan pada akun belanja bantuan sosial dalam APBD

Kabupaten/Kota, agar masyarakat kelurahan juga mempunyai “kesetaraan hak”
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dengan masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan/pemberdayaan
masyarakat.
3. Organisasi Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berkaitan dengan hal pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam rangka
menunjang jalannya roda pemerintahan ada Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun
2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Karena kelurahan adalah Perangkat
Daerah maka sesuai dengan ketentuan dari Pasal 18 Peraturan pemerintah Nomor: 41
Tahun 2007 ini juga menjelaskan pada ayat:

(1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lural,/sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota dalam wilayah Kecamatan:

(2) Kelurahan dipimpin oleh lurah.

(3) Lurah berkedudukan dibawahitanbertanggung jawab kepada bupati/walikota
melalui camat.

(4) Pembentukan, tugas,/suSunana organisasi dan tatakerja kelurahan diatur sesuai
dengan peraturangerundang-undangan.

Sesuak-dengan peraturan yang mengatur tentang organisasi tersebut maka
susunana orgafisasi tatakerja kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor: 36 Tahun 2009.

4. Pelayanan Publik

Kesadaran di kalangan pemerintah akan mutu pelayanan ini mulai
berkembang sejak tahun 1980-an. Kesadaran ini dipicu oleh kenyataan bahwa
kegiatan pelayanan bagi masyarakat ternyata memerlukan biaya yang sangat besar.

Bahkan semakin hari walaupun biayanya semakin membengkak tetapi dalam
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pelayanan belum dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan. Ini dirasakan baik
dari masyarakat yang dilayani ataupun pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan.
Karena kesejahteraan umum masih belum bisa dicapai oleh sebab itu dapat
merangsang semua pihak untuk memulai melakukan penilian dan pengkajian
menyeluruh terhadap sistem pelayanan masyarakat (LAN 2008).

Agar mencapai tujuan yang dimaksud pemerintah melakukan tindakan seperti
meningkatkan debirokratisasi, kewirausahaan, transparansi, ¢~akuntabilitas dan
pemberantasan korupsi. Pemerintah menunjukan sikap yang, Ssangat serius untuk
memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Sehingga’pada tahun 1998, Menteri
Koordinator Pengawasan Pembangunan (Menko’Wasbang) menerbitkan Surat Edaran
(SE) Nomor: 56/1998 bagi seluruh kementrian agar mulai menerapkan Pelayanan
Prima dilingkungannya masing-masing.~Surat Edaran ini kemudian dilanjutkan
dengan SE Menko Wasbang ‘Nomer: 145/1999 yang berisi rincian jenis-jenis
pelayanan masyarakat yang.dan harus segera diterapkannya Pelayanan Prima di
lingkungan pemerintah dagrah.

Selanjutnya *Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 2003
mengeluarkan’/ Kep. MenPan Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai pengganti Kep. MENPAN
Nomor: 81 tahun 1993. Kemudian pada tahun 2004 Mentri Pendayagunaan Aparatur
Negara mengeluarkan Kep MenPan Nomor: 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang
pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi
pemerintah. Selanjutnya diikuti dengan Kep MenPan Nomor:

26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas
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dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dan pada tahun 2005 terbit Surat Edaran
MenPan Nomor: 15/2005 tentang Peningkatan Investasi Pengawasan dalam Upaya
Perbaikan Pelayanan Publik.

Pelayanan oleh lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat sering
disebut dengan berbagai istilah. Seperti pelayanan masyarakat, pelayanan umum, atau
pelayanan publik. Dalam Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
63/KEP/M.PAN/7/2003 yang dimaksud pelayanan publik segalatkegiatan pelayanan
yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagiUpaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan Ketentuan peraturan perundang-
undangan. LAN,2008.

Penyelenggaraan Pelayanan umum dapat-diartikan sebagai pelayanan publik
menurut Lembaga Administrasi Ne@ara «(1998) diartikan: “Sebagai segala bentuk
kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan
Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik
dalam pemenuhan ‘kehuytuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan Perattran” Perundang-undangan”. Departemen Dalam Negeri (2004)
menyebutkan./ “bahwa;“Pelayanan  Publik adalah Pelayanan Umum”, dan
mendefinisikan “Pelayanan Umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain
dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal
tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik
berupa barang dan jasa”.

Dari beberapa pengertian pelayanan dan pelayanan publik yang diuraikan

tersebut dalam kontek pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan
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sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau
organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu. Sesuai dengan
aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan
kepuasan kepada penerima pelayanan. Dengan demikian terdapat tiga unsur penting
dalam pelayanan publik. Yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi
(penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah. Unsur kedua, adalah penerima
layanan (pelanggan) vyaitu orang atau masyarakat ataug~.0rganisasi yang
berkepentingan. Unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikaridan/atau diterima oleh
penerima layanan (pelanggan).

Unsur pertama menunjukan bahwa penferintah”daerah memiliki posisi kuat
sebagai (regulator) dan sebagai pemegang ‘monopoli layanan. Selain itu juga
menjadikan Pemda bersikap statis daiamr~memberikan layanan, karena layanannya
memang dibutuhkan atau diperlukanofeh orang atau masyarakat atau organisasi yang
berkepentingan. Posisi @andainilah yang menjadi salah satu faktor penyebab
buruknya pelayananipubitk yang dilakukan pemerintah daerah, karena akan sulit
untuk memilah.antara kepentingan menjalankan fungsi regulator dan melaksanakan
fungsi meningkatkan pelayanan.

Unsur kedua, adalah orang atau masyarakat atau organisasi Yyang
berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan), pada dasarnya tidak
memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan.
Sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Posisi inilah
yang mendorong terjadinya komunikasi duaarah untuk melakukan KKN dan

memperburuk citra pelayanan dengan mewabahnya pungli, dan ironisnya dianggap
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saling menguntungkan. Unsur ketiga, adalah kepuasan pelanggan menerima
pelayanan. Unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan
(pemerintah), untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi
memuaskan pelanggan. Hal ini  dilakukan melalui upaya memperbaiki dan
meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan daerah. Paradigma kebijakan publik
di era otonomi daerah yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Ini memberikan
arah tejadinya perubahan atau pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan,
dari paradigma rule government bergeser menjadi paradigma,gaod-governance.

Dengan demikian pemerintah daerah dalam ménjdaiankan monopoli pelayanan
publik. Sebagai regulator (rule government) hards.mengubah pola pikir dan kerjanya
dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah. Yaitu memberikan dan
meningkatkan pelayanan yang memuiaskan masyarakat. Untuk terwujudnya good
governance dalam menjalankaripelayanan publik, Pemerintah Daerah juga harus
memberikan kesempatan{ luas“kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan
akses pelayanan publik,/Zini berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi,
akuntabilitas dan keadilan.

Mengingat dampak pelayanan publik ini yang merasakan langsung
masyarakat, maka pelayanan publik ini juga di pengaruhi oleh kualitas pelayanan dan
juga kinerja pelayanan publik. Menurut Sundarso, 2010. Pelayanan publik merupakan
dasar dan bentuk aktualisasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan. Wajah birokrasi
dapat tercermin dari sikap dan prilaku birokrat dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Bergesernya manajemen pemerintahan dari Old Public Management ke

New Public Management melalui penekanan pada pelayanan yang lebih berorientasi
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kepada masyarakat hendaknya di jadikan landasan di dalam pengelolaan birokrasi
yang lebih efisien meskipun pelayanan publik dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu
sisi ekonomi, politik, hukum , dan sosial budaya. Perbedaan pengertian dari masing-
masing sisi tersebut hanya terletak pada karakteristik bidang masing-masing yang
menjadi penekannya.

Sianipar , 1998:5 dalam Sundarso, 2010. Menyatakan pelayanan publik dapat
dinyatakan sebagai segala sesuatu bentuk pelayanan sektor publik<yang dilaksanakan
aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai-dengan kebutuhan
masyarakat dan ketentuan perundang-undangan yang“beriakd. Selain itu Gupta Sen
1999:25 dalam Sundarso, 2010 juga mengatakanp “Public service generally mean
services rendered by the public sector-the state“or government™. Oleh karena itu,
Rana Anoop 1999:21 dalam Sundarsd, 200 'mengingatkan kepada pemerintah bahwa
“Public services are services ‘that -are demanded by the public not what the
government thinks.....”” Reriyafaan ini dilandasi suatu pemikiran bahwa kekuasaan
dan wewenang yang\dimiliki pemerintah bersumber dari rakyat sehingga maju atau
mundurnya, kuatatau lemahnya suatu pemerintahan ditentukan oleh rakyat. Kerena
pentingnyas.dukungan rakyat ini pulalah maka pemerintah harus berupaya
memberikan pelayanan yang baik kepada mereka.

Perlunya dilakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik. Menurut

Dwiyanto, 2002:47. Penilaian kinerja pelayanan publik tidak cukup hanya

dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi, seperti

efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator-indikator yang
melekat pada pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas. Penilaian kinerja
dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik sering

kali memiliki kewenangan monopoli sehingga para pengguna jasa tidak
memiliki alternative sumber pelayanan.
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Dalam pelaksanaan pelayana publik Pemerintah melalui Kep MenPan Nomor:
Kep/25/M.Pan/2/2004 mengembangkan unsur-unsur yang di anggap relevan, valid,
reliable sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks
kepuasan masyarakat. unsur-unsur yang dimaksud adalah:

a. Prosudur pelayana, yaitu kemudahan terhadap pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administrative yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan “seésuai’ dengan jenis
pelayanannya.

c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang
memberikan pelayanan (nama,_jabatan” serta kewenangan dan tanggung
jawab).

d. Kedisiplinan petugas®, pelayanan, vyaitu kesunguhan petugas dalam
memberikan pefayandn” terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai
ketentuan yang.erlaku.

e. Tanggung'jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan kewenangan dan
tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian
pelayanan.

f. Kemamuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrammpilan
yang dimiliki petugas dalam memberikan dan menyelesaikan pelayanan
kepada masyarakat.

g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan

dalam waktu yang telah ditenyukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
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h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan
tidak membedakan golongan / status masyarakat yang dilayani.

i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan prilaku petugas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta
saling menghargai dan menghormati.

J. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap
besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara fijaya yang dibayarkan
dengan biaya yang telah ditetapkan.

I. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pélaksanaan waktu pelayanan, sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

m. Kenyamanan lingkungan, Yaitu~kondisi sarana dan prasarana pelayanan
yang bersih, rapi, darteratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman
kepada penerima pelayanan.

n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-
resiko yang di akibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

5. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik berawal dari dasar kehidupan bernegara dalam suatu
komunitas yang menghendaki adanya interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin,
atau antara pemerintah dengan rakyat. Baik pemerintah ataupun rakyat pada dasarnya

adalah menjalankan fungsinya masing-masing dan pada hakekatnya terdapat
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perbedaan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat dalam menjalankan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pengertiannya adalah pemerintah
merupakan wujud dari perwakilan rakyat, jadi secara idealnya keinginan pemerintah
adalah merupakan keinginan rakyat.

Berangkat dari pemahaman dan pengertian tersebut maka perbedaan hak dan
kewajiban antara pemerintah dan rakyat itu sudah jelas, maka pemerintah berhak
mengatur rakyatnya dan rakyat berkewajiban untuk mematuhi¢aturan-aturan yang
telah dibuat olen pemerintah. Pengertiannya adalah aturan-aturan dan keinginan-
keinginan rakyat tersebut diwujudkan pemerintah dalani berbagai kebijakan publik.
Sehingga apapun yang dipilih dan terapkan olel pernerintah baik itu yang dilakukan
ataupun yang tidak dilakukan, hal ini adalah bentuk dari kebijakan pemerintah.

Islami,2005:1.26. menyatakan habiwa: Kebijakan publik ataupun kebijakan

pemerintah intinya pada administrator publik yang berkewajiban merumuskan

dan menjalankan kebijakan® publik, harus berorientasi pada kepentingan
publik. Organisasi publfik harus pula dapat memberikan pelayanan yang
sebaik-baiknya pada.plblik. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dan
dirasakan tidaK jmenyentuh kepentingan masyarakat, apalagi bertentangan
dengan tuntutarndan kebutuhan masyarakat maka implementasinya akan
mengalami, kesulitan dan ketidaklancaran karena masyarakat tidak mau
mendukunariya atau tidak bersedia memberikan partisipasinya. Administrator
publik, yang baik adalah yang professional dan mampu berfikir secara
proaktif,” yaitu dalam membuat kebijakan telaah memikirkan jangkauan
luasnya dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuatnya.

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-
badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Jadi kebijakan publik itu muncul dari
serangkaian tindakan yang secara definitive itu berkaitan dengan tujuan yang

dikehendaki. Pengertiannya adalah kebijakan publik itu tidak timbul secara

mendadak, melainkan melalui proses yang berkaitan dengan tujuan kebijakan.
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Kebijakan publik merupakan rangkaian tahapan-tahapan proses dan akan
mempengaruhi proses tahapan-tahapan lainnya.

Proses kebijakan publik tersebut melewati tahap ataupun rangkaian tindakan
dari pemerintah. Pengertiannya adalah tahap persepsi/definisi agregasi, organisasi,
representasi, dan penyusunan agenda, yang merupakan tindakan tiindakan yang
membawa permasalahan kepada pemerintah. Tahap formulasi, legitimasi, dan
penganggaran. Yang dasarnya merupakan suatu tinndakan langsuig.pemerintah untuk
mengembangkan dan mendanakan program. Tahap implementasi atau pelaksanaan ini
adalah sebagai tindakan pemerintah untuk kembali/pada permasalahan. Tahap
evaluasi dan penyesuaian/terminasi ini dasarnya adalah”kembalinya program kepada
pemerintah untuk dilakukan peninjauan kembali atau perubahan-perubahan bilamana
diperlukan. Tahap implementasi ‘nerupakan tahap terpenting karenadiwaktu
pelaksanaan kebijakan sering “imbul masalah-masalah besar yang membatasi
evektivitas kebijakan.

Inti dari hakekatvg@an makna kebijakan publik ini merupakan suatu keputusan
yang harus dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk kepentingan
masyarakat\(publik interest). Kaeena kepentingan masyarakat ini adalah merupakan
keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan Kkristalisasi pendapat-pendapat dan
keinginan-keinginan serta tuntutan-tuntutan dari rakyat. Dalam melaksanakan roda
pemerintahan tentunya ada kebijakan alternatif. Alternatif kebijakan yang dimaksud
tidak dibatasi pada satu orang atau satu kelompok sebagai pelakunya. Untuk itu
kemungkinan akan ada dua atau lebih kelompok yang merumuskan alternative

kebijakan yang saling bersaing untuk memberikan usulan. Persaingan tersebut

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



412838df

membawa resiko ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang kalah. Maka dari
itu peran analis alternative kebijakan sebagi subsistem kebijakan merupakan system
politik yang juga merupakan keseluruhan system kelompok kepentingan.

Menurut (Islami, 2005:1.9) kebijakan adalah terjemahan kata Inggris policy
yang tidak dapat dipisahkan dengan pengertian politik. Kebijakan adalah
serangkaian kegiatan yang dipilih oleh seorang dan kelompok orang yang
dapat dilaksanakan serta mempunyai pengaruh yang besar terhadap sejumlah
besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Publik berbeda pengertiannya dengan masyarakat, pengertian publik dalam
administrasi publik identik dengan negara, sebagaimana-pengertian public
policy adalah kebijakan negara. Sedangkan masyardkat! diartikan sebagai
sistem antar hubungan sosial dimana manusia hidup+dan”tinggal bersama-
sama. Kendatipun demikian juga dapat cendrung “menerjemahkan publik pos
dengan kebijakan publik. Karana kebijakan yang/dipHih oleh pemerintah atau
negara itu harus selalu berorientasi kepada“kepentingan publik, atau
kepentingan seluruh rakyat. Oleh karenasitu pengertian kebijakan publik harus
mempunyai kontribusi seperti tersebutdiatas.

Interaksi antara sejumlah depdrtemen” dan organisasi pemerintah dengan
organisasi masyarakat merupakan.policy” network yang bersifat instrumental dalam
proses kebijakan publik. Kekuatan policy network atau jaringan kebijakan tergantung
pada tingkat integrasi; kemampuan keangotaan, sumber daya dan hubungan baik
antar jaringan kehijakan dengan publik, dari itu perlu adanya satu kesatuan antara
komponen-koaiporien yang menjadi jaringan kebijakan publik.

Menurut (Sawitri, 2010:2.14) Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian

kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya

kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu.

Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada

permasalahan publik semata sehingga hasilnya sebuah rekomendasi

kebijhakan publik yang baru. Sedangkan analisis sesudah kebijakan berarti

fokus analisisnya adalah sebuah kebijakan publik yang telah ada baik itu
sedang berjalan atau sudah tidak dilaksanakan lagi.
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6. Pelaksanaan dan Penilaian Kebijakan Publik

Pelaksanaan kebijakan publik adalah aparatur pemerintah, itu baik pemerintah
pusat ataupun daerah. Karena adanya suatu kebijakan publik tentunya sudah dikaji
sebelunya, dan kebijakan publik tentunya tidak bertentangan dengan system ataupun
nilai yang ada dimasyarakat. Akan tetapi pelaksanaan kebijakan publik disini artinya
sama dengan implementasi kebijakan publik, hal ini juga ditegaskan oleh Islami,
2005:6.9 sebagai berikut:

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagal perwujudan secara

nyata program-program pemerintah. Pelaksana utama kebijakan publik adalah

pejabat-pejabat atau badan-badan pemerintah®ydng 1azim disebut birokrasi
pemerintah. Ini termasuk eksekutif, legisldtive, ‘yadikatif, pimpinan parpol,
organisasi masyarakat dan warga negarasegara luas.

Kebijakan publik yang harus diimpleieritastkan itu banyak ragamnya, yaitu:

substantif, prosudural, distributif-distributif, regulator, self regulatori, material

simbolik, kolektif privat liberal dankonservatif. Kebijakan publik tidak selalu
mudah dilaksanakan, adatfakior pendorong dan adapula faktor
penghambatnya.

Memperhatikan penjelasan-diatas maka penulis memahami bahwa dalam
melaksanakan suatu skebijakan publik, perlu dikaji secara luas supaya tidak
menimbulkan pertentangan dalam implementasinya. Yang menjadi dasar adalah
penilaian kebijakan, karena ini adalah suatu proses yang digunakan sebagai alat untuk
mengukur pélaksanaan dan dampak kebijakan, ini yang dapat dilakukan adalah
dengan evaluasi. Sebagai aktifitas fungsional penilaian kebijakan dapat dilakukan
mulai dari phase perumusan masalah sampai dengan phase implementasinya.

Sedangkan penerapan evaluasi kebijakan secara ilmiah yang dibutuhkan adalah untuk

mengumpulkan dan menganalisis data secara akurat, maka dari itu dalam suatu
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evaluasi juga memerlukan identifikasi dan akhirnya akan memperjelas sasaran
ataupun deskripsinya.

Menurut Islami, 2005:6.13 untuk melakukan evaluasi kebijakan publik ada
tujuh kreteria yang harus dipenuhi, Yaitu:

¢ Relevansi,evaluasi kebijakan harus dapat memberikan informasi yang
dibutuhkan oleh pembuat dan pelaku kebijakan harus dapat menjawab
pertanyaan secara benar pada waktu yang tepat.

o Signiffikansi, evaluasi kebijakan harus dapat memberikan informasi
baru dan penting bagi para pelaku kebijakan melebihi dari hal-hal yang
selama ini mereka anggap telah jelas dan terang.

o Validitas, evaluasi kebijakan harus dapat membérikan pertimbangan
yang persuasif dan seimbang mengenai hasil nyata dari kebijakan atau
program.

e Reliabilitas, evaluasi kebijakan harus~dapat ‘membuktikan bahwa
kesimpulan hasil evaluasi tidak di dasafkan”pada informasi melalui
prosedur pengukuran yang tidak teliti dan konsisten.

e Obyektifitas, evaluasi kebijakaf Marus dapat memberikan laporan
kesimpulan dan informasi 4enduking yang sempurna dan tidak
memihak yaitu informasi~yang membuat evaluator dapat mencapai
kesimpulan yang sama.

o Ketepatan waktu, sevallasi kebijakan harus dapat menyediakan
informasi tepat pada'waktunya (pada waktu keputusan harus dibuat).

e Daya guna, evaluasikebijakan harus dapat menyediakan informasi
yang bisa dimengerti dan dipergunakan oleh pembuat dan pelaku
kebijakan yang-idin.

7. Analisis Kebijakan Publik

Analisis “atlalah sebuah cara untuk mengurai sesuatu atau suatu proses
menguraikari_pokok permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas bagian-bagian
dan hal ini perlu dilakukan penelaahan. Penelaahan tersebut dilakukan pada bagian-
bagian yang menjadi inti permasalahan dan intinya mencari hubungannya dengan
bagian yang lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan guna mendapatkan yang benar
serta pemahaman permasalahan secara menyeluruh. Setelah dapat dipahami bahwa

analisis adalah bagian awal dari suatu perencanaan. Selain itu suatu analisis juga
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perlu dilanjutkan dengan tindakan Kketika titik permasalahan sudah dapat
dikelompokan.

Dalam proses penelitian analisis ini juga memiliki keterkaitan dengan proses
pengolahan data. Karena data yang sudah diolah dan disajikan ini adalah dari hasil
identifikasi ataupun hasil penelitian dan ini bisa menjadi informasi selanjutnya. Dan
dari sinilah kemudian dapat di buat sebuah analisis yang menjadi kesimpulan dari
penelitian. Adapun fungsi dari analisis pada suatu proses penelitian adalah dengan
analisis ini bisa dikatakan sebagai tahap akhir sebeluniv difakukan penarikan
kesimpulan. Pada tahap awal harapan yang dapat ‘didakukan adalah pembatasan
masalah.

Kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan
dasar dari suatu rencana dalam pelaksariaan suatu pekerjaan. Dalam melakukan
penyelesaian pekerjaan yang_diperlukan adalah kepemimpinan dan cara bertindak.
Istilah ini dapat diterapkan.pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor
swasta, serta individy. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum
dapat memaksakan'atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang
mengharuskan pembayaran pajak penghasilan). Sedangkan kebijakan hanya menjadi
pedoman tindakan yang tujuan utamannya adalah yang paling mungkin yaitu
memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau pengkajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses
pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi. Ini didalamnya termasuk
identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran. Hal ini

yang menjadi pemilihan prioritasnya adalah berdasarkan dampaknya. Karena
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kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau
administratif untuk mencapai suatu tujuan.

Maka ditarik pengertian bahwa Analisis Kebijakan Publik adalah kajian ilmu
social terapan yang mempunyai tujuan memberikan rekomendasi kepada public
policy maker dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik. Sebab didalam
analisis kebijakan terdapat informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah-
masalah kebijakan publik serta argument-argumen tentang lserbagai alternative
kebijakan. Hal ini adalah sebagai bahan pertimbangan ataw, masukan kepada pihak
pembuat kebijakan dan juga pelaksana kebijakan yarig/dda di daerah dalam rangka
otonomi daerah.

Dalam melakukan sebuah analisa kebijakan, yang pertama kali harus di sadari
adalah posisi penulis adalah sebagdiyseorang analis kebijakan. Oleh karena itu
penting bagi seorang peneliti untuk“memproklamirkan posisi yang jalani sebagai
seorang analis kebijakan{Men-déeclare posisi seorang analis akan menjaga konsistesi
posisi dan alat analisa yang akan di gunakan dalam melakukan analisis kebijakan.
Sebagai seorapg.analis maka harus menanyakan pada diri sendiri, kepada siapa serta
agenda apakebutuhan analisis penelitian. Hal ini baik atas nama lembaga, kelompok
atau personal, dalam menjawab kebutuhan hasil analisa kebijakan.

Setiap posisi ini akan menjelaskan keperpihakan dan cara pikir tertentu,
sehingga kesadaran posisi ini akan menjaga konsistensi analisa. Misalnya adalah
birokrat pemerintah yang harus sadar dalam posisi sebagai seorang analis teknokratis.
Tentu hal ini akan berbeda dengan seorang aktifis yang sedang melakukan advokasi

terhadap kebijakan bagi sekelompok masyarakat tertentu. Begitu juga yang apa yang
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dilakukan oleh seorang analis wartawan yang memiliki kepentingan memicu diskusi
untuk sebuah kebijakan sama halnya sebagai seorang analis politisi yang memerlukan
analisa kebijakan sebagai bahan agumentasi politiknya. Ataukah pilihan lain, jika
anda justru memilih kedalaman analisis lebih penting daripada perubahan kebijakan
dan kesadaran sebagai seorang analis akademisi yang mengklaim dirinya netral.
Dalam melakukan analisa kebijakan publik diperlukan beberapa persiapan awal dan
kebutuhan dalam mencapai hasil analisa yang maksimal. Analisa.kebijakan publik
adalah proses penciptaan pengetahuan dalam memahami darrmeriyelaraskan antara
kepentingan terhadap kebijakan publik yang akan atau‘sudah dibuat.

Menurut Dunn, 2003:96. Analisis kehijakan rmelebar melampaui prodoksi

“fakta”, karena disini para analis kebijakanjuga berusaha untuk memproduksi

informasi mengenai nilai-nilai dan serangkaian tindakan yang dipilih. Karena

itu, analisis kebijakan juga méliputi €valuasi kebijakan dan rekomendasi
kebijakan.

Selanjutnya hal ini juga Menurut Dunn, 2003:97. Analisis yang bersifat
deskriptif dan evaluatif,dan perespektif merupakan analisis kebijakan yang
dapat menghasilkan -informasi dan argumen-argumen yang masuk akal
mengenai tiga macam pertanyaan: 1)Nilai yang pencapaiannya merupakan
tolok ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi. 2)Fakta yang
keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai.
Dan 3) Findakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-
nilain.Sefanjutnya dalam menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang
masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan tersebut, dalam melakukan
analisis dapat memakai satu atau lebih dari tiga pendekatan analisis, yaitu:
empiris, valuatif dan normatif.

Setiap kebijakan ataupun aturan baik itu undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, peraturan bupati ataupun peraturan lainnya apabila

sudah diundangkan, maka harus disosialisasikan lalu di implementasikan. Karena
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dengan di undangkannya suatu peraturan itu berlangsung dengan implementasinya,
maka dari itu baru dilakukan suatu analisa ataupun evaluasi dari suatu kebijakan.

Menurut (Dunn, 1998:117 dalam Sawitri, 2010:2.8) mengemukakan bahwa
hubungan antara informasi kebijakan dengan metode analisis kebijakan
memberi landasan untuk membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan
publik. Ketiga bentuk itu adalah Analisis Kebijakan Prospektif, Analisis
Kebijakan Retrospektif dan Analisis Kebijakan yang terintegrasi adalah
sebagai berikut:

e Pertama Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan
transformasi  informasi sebelum aksi kebijakan_ dimulai dan
diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan alat untuk
menyintesiskan informasi yang dipakai dalam,merumuskan alternative
dan referensi kebijakan yang dinyatakan ~secara komperatif,
diramalkan dalam bahasa kuantitatif dap kualitatif sebagai landasan
atau penuntun dalam pengan bilan képutusan kebijakan.

e Kedua Analisis Kebijakan RetrospekKtif adalah sebagai penciptaan dan
traspormasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat tiga
tipe analis berdasarkan™) kégitan yang dikembangkan oleh
kelompokanalis ini., Yakai-analis yang berorientasi pada disiplin,
analis yang beroriefitasiipada masalah dan anlis yang berorientasi pada
aplikasi. Tentu- Saja Ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat
kelebihan dan ‘kélemahan.

o Ketigad Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk
analisis yang mengkombinasikan gaya oprasi para praktisi yang
menarth” perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi
sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan
yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk
mengaitkan tahap penyelidikan retrspektif dan prospektif, tetapi juga
menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan
mentransformasikan informasi setiap saat.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan kebijakan publik adalah arah
ataupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini adalah pemerintah pusat
ataupun pemerintah daerah. Segala yang dilakkukan oleh pemerintah ini akan

mempunyai pennggaruh terhadap masyarakat secara luas, dari itu perlu adanyanya
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suatu analisa. Karena dengan adanya analisa nantinya dapat diketahui gambaran
apakah kebijakan yang akan diterapkan itu tepat atau tidak, maka dari itu dengan
adanya analisis ini adalah suatu pertimbangan yang sangat ilmiah dan rasional disisi
lain kebijakan tersebut tidak semata-mata hanya menunjukan aspek politiknya akan
tetapi benar-benar obyektif dan perlu pertimbangan yang sangat luas. Sedangkan
(Badjuri dan Yuwono, 2002:66) Megemukakan ada lima argument tentang arti
penting analisis kebijakan publik:

e Pertama Dengan analisis kebijakan maka pertimbarigan, yang ilmiah, rasional
dan obyektif diharapkan dapat dijadikan dasar, bagi semua pemmbuat
kebijakan publik. Ini artinya bahwa kebijaKan publik dibuat berdasarkan
pertimbangan ilmiah yang rasional daf /jobyektif bukan semata-mata
pertimbangan sempit. Misalnya perlimbangan untuk mmengamankan
kepentingan politik tertenntu. Kondisiini ménjadi persoalan berat di Indonesia
oleh karena Kkenyataan menunjukkan” bahwa aspek politik sangat
mempengaruhi pembuatan kebijakan” publik baik di pemerintah pusat
atauppun daerah.

e Kedua Analisis kebijakanpublik yang baik dan komprehensif memungkinkan
sebuah kebijakan diteSain”secara sempurna dalam rangka merealisasikan
tujuan berbangsa‘dan. bernegara, yaitu mewujutkan keesejahteraan umum
(public welfar€),»Hal ini karena analisis kebijakan harus mendasarkan diri
pada visi dan'misiyang jelas. Yaitu mengatur sebuah persoalan agar tercipta
tertib social menuju masyarakat yang sejahtera.

o Kaetigay Analisis Kebijakan menjadi sangat penting oleh karena persoalan
bersifai‘-multidimensional, saling terkait (interdependent) dan berkorelasi satu
dengan lainnya. Oleh karena kenyataan ini maka pihak analis kebijakan
mmestinya berupa sebuah tim yang multi disiplin yang meliputi berbagai
bidang keahlian (expertise).

e Keempat Analisis Kebijakan memungkinkan tersedianya panduan yang
komprehensif bagi pelaksaan dan evaluasi kebijakan. Hal ini disebabkan
analisis kebijakan juga mencakup dua hal pokok yaitu hal-hal yang bersifat
substansial saat ini dan hal-hal strategik yang mungkin akan terjadi pada masa
yang akan dating.
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e Kelima Analisa Kebijakan memmberikan peluang yang lebih besar untuk
meningkatkan partisipasi publik. Hal ini dikarenakan dalam metode analisis
kebijakan mesti melibatkan aspirasi masyarakat. aspirasi masyarakat ini dapat
diperoleh dari berbagai mekanisme, seperti melalui konsultasi publik, debat
publik, curah pikir bersama berbagai pihak terkait (stakeholders), delibrasi
publik.

Mengingat fungsi dari analisa adalah untuk menguraikan temuan dalam
penelitian. Maka dalam penelitian ini intinya adalah dari masalah pokok yang
memerlukan penelaahan yang mendalam guna mendapatkan pemahaman yang benar
dalam suatu hasil penelitian. Dengan demikian pada saat /melaksanakan analisa
kebijakan public seorang analis harus benar-benar memahami-elemen-elemen dasar
yang diperlukan ketika melakukan kegiatan analisis kebijakan publik. Terdapat lima
elemen penting yang harus dipertimbangkap<secaré logis dalam menangani masalah
publik. Lima elemen yang dimaksud (Sawitri, 2010:2.9) adalah:

e Pertama Tujuan adalah/apa‘“yang diusahakan oleh seorang pengambil
kebijakan untuk mencapai -atau memperolehnya dengan menggunakan
kebijakan-kebijakannya: Fugas yang sering kali paling sulit bagi analis adalah
menyingkap apakah/memiang benar atau tidak tujuan tersebut. Hal ini kadang
diutarakan seeara jelas, namun sering kali tidak langsung oleh pembuat
kebijakan. Maka-tugas analis adalah untuk menyelidiki dan mendapatkan
persetujudn, niengenai tujuan yang sebenarnya.

o KeduazAlternatif-alternatif adalah pilihan-pilihan atau cara-cara yang tersedia
bagipembuat kebijakan yang dengannya diharapkan tujuan dapat trercapai.
Alternatif-alternatif dapat berupa kebijakan-kebijakan, strategi-strategi atau
tindakan-tindakan. Alternatif-alternatif tidak harus jelas merupakan pengganti
satu sama lain ataupun mempunyai fungsi yang sama.

e Ketiga Dampak-dampak. Perancangan sebuah alternatif sebagai cara
menyelesaikan tujuan mengimplikasikan serangkaian konsekuensi tertentu.
Jadi dampak ini berhubungan dengan alternatif. Diantaranya bersifat positif
dan berdampak menguntungkan terhadap pencapaian tujuan. Beberapa yang
lain merupakan biaya atau konsekuensi negatif sehubungan dengan alternatif
tersebut, dan merupakan hal-hal yang ingin dihindari atau diminimalisasi oleh
pembuat keputusan.
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e Keempat Kreteria adalah suatu aturan standar untuk melakukan alternatif-
alternatif sesuai dengan urutan yang diinginkan. Kreteria merupakan cara
menghubungkan  tujuan-tujuan,  alternatif-alternatif ~ dan  dampak-
dampak.banyak orang menghubungkan atau bahkan mengganti istilah kreteria
dengan sekala evektivitas, yakni sekala yang menunjukan tingkat pencapaian
tujuan.

o Kelima Model tidak lebih dari serangkaian generalisasi atau asumsi tentang
dunia merupakan gambaran realitas yang disederhanakan, yang dapat
digunakan untuk menyelidiki hasil suatu tindakan tanpa benar-benar
bertindak. Jadi  apabila  serangkaian  tindakan dianggap  perlu
diimplementasikan, dibutuhkan suatu skema atdbe,. _proses untuk
menginformasikan kepada kita dampak apakah yang mungkin timbul dan
sampai seberapa jauh tujuan dapat tercapai.

Dari kelima elemen tersebut maka diperlukannya suatu peraturan yang telah
diundangkan itu dapat diimplementasikan dengan $egala kebijakannya setelah itu
baru dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, lalu dapat
dillakukan evaluasi. Ini semua yang‘dapai‘melakukannya adalah top manager yang
ada dipemerintahan. Akan tetaph periu peran sebuah model, karena sebuah model
mungkin saja berupa bdgan-struktur organisasi, persamaan matematika, program
computer, diagram ataw’mungkin gambaran mental mengenai situasi yang ada
dipikiran pembuat’” model. Model-model kebijakan yang digunakan untuk
meramalkan-gdampak suatu pilihan atau alternative yang nantinya mempermudah
dalam implementasi terhadap suatu kebijakan publik.

8. Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Model adalah abtraksi dari realita yang ada. Mustopawijaya dalam (Sawitri,

2010:1.21) merumuskan model adalah penyederhanaan dari kenyataan

persoalan yang dihadapi, diwujutkan dalam hubungan-hubungan kausal atau

fungsional. Model dapat digambarkan dalam bentuk skematik model ( seperti
flow chart dan arrow diagram), fisikal model (seperti miniature), game model
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(seperti latihan kepemimpinan, latihan manajemen), simbolik model (seperti
ekonometrika dan program computer).

Merencanakan suatu Kkebijakan publik ini akan lebih mudah apabila
menggunakan model. Karena dengan model penggambaran secara abstrak dari realita
rencana kebijakan publik tergambarkan. Sebab kebijakan publik juga akan lebih
mudah dimengerti ataupun dipelajari dengan bantuan mengunakan model. Model
adalah merupakan alat bantu dalam perumusan dan pembuatan kebijakan publik.
Adapun manfaat dari penggunaan model adalah mempermudah deskripsi persoalan
secara structural. Artinya dapat membantu dalam melakukan prediksi akibat-akibat
yang timbul dari perubahan-perubahan karena adanyafacter penyebab.

Implementasi Kebijakan Publik uptuk “Kelfurahan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang, Kelurahan itu adalah bagaimana suatu
peraturan pemerintah itu setelah“ditetapkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan
semua kelurahan yang ada-di) Indonesia. peraturan pemerintah yang sebelum
disyahkan tentunya juga sebelumnya telah melalui tahapan-tahapan.

Lebih lanjut~Wahab (1998:9) dalam analisa Kebijakan dari formulasi ke

inplementasi’mengatakannya bahwa derajat keberhasilan implementasi dapat

disebabkan oleh beberapa hal: 1) Sebagai akibat kondisi kebijasanaan kurang
termuskan secara baik. 2) Akibat dari system administrasi pelaksanaannya
kurang baik. 3) Akibat kondisi lingkungan yang kurang baik.

Dari  teori implementasi tersebut menunjukan bahwa, didalam
mengimplementasikan suatu aturan ataupun peraturan-peraturan pemerintah
menunjukan adanya suatu proses. Serta bagimana sampai hal tersebut bisa

dilaksanakan. Dari beberapa pengertian diatas maka apa yang dapat dilaksanakan

adalah suatu kebijakan, dimana kebijakan tersebut yang akan dilakukan oleh pejabat-
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pejabat atau badan-badan yang ada dalam pemerintahan. Tindakan-tindakan tersebut
dilakukan dalam rangka untuk mmencapai suatu tujuan tertentu.
9. Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Otonomi Daearah dan desentralisasi pada hakekatnya yaitu desentralisasi
adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teretorial tertentu. Sebagai
pancaran paham kedaulatan rakyat. Dalam prakteknya tentu otonomi diberikan oleh
Pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepagla, daerah ataupun
Pemerintah Daerah. Ketegasan pernyataan otonomi milik masyarakat dan masyarakat
sebagai subjek dan bukan objek otonomi perlu dicanangkan-dalam penyelenggaraan
otonomi daerah.

Otonomi berasal dari bahasa Greek yaity “auto” yang artinya sendiri dan

“nomia” dari asal kata ““nomy*_yang artinya aturan. Maka otonomi dapat

diartikan menggatur diri sendivi..Bidalam pemerintahan pemberian otonomi

berarti pelimpahan sebagidn kewenangan. Artinya pelimpahan kewenangan
tersebut adalah tugas, kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan

Negara dari Pemerintaii)Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pada dasarnya

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penyelenggaraan Negara

adalah wewengdng, ‘tugas, kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Pusat.

Adapun yang'dimédksud Pemerintah Pusat adalah Presiden sebagai pemegang

kekuasaarh tertinggi didalam pemerintahan selanjutnya disebut pemerintah.

LAN, 2008,

Perwujudan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Secara
yuridis, dalam konsep daerah otonom dan otonomi daerah mengandung elemen
wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan
substansi otonomi daerah. Aspek spasial dan masyarakat yang memiliki dan terliput
dalam otonomi daerah telah jelas sejak pembentukan daerah otonom. Tetapi yang

perlu kejelasan lebih lanjut adalah materi wewenang yang tercakup dalam otonomi

daerah. Oleh karena itu, yang perlu dipahami adalah selain di samping pembentukan
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daerah otonom yang mencakup pengertian didalam konsep desentralisasi adalah
penyerahan wewenang ataupun urusan pemerintahan.

Pengertiannya dengan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah  Daerah otonom berarti terjadi distribusi urusan
pemerintahan yang secara implisit distribusi wewenang antara Pemerintah Pusat dan
daerah otonom. Pengertiannya adalah suatu perubahan yang dikehendaki dalam
reformasi tata pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari pergeseransejumlah model dan
paradigma pemerintahan daerah yang terjadi adalah *Structural efficiency model’
yang menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintaiian”lokal ditinggalkan dan
yang dianut adalah ‘local democracy model’ yang rmenekankan, nilai demokrasi dan
keberagaman dalam penyelenggaraan__ pemerintahan daerah. Seiring dengan
pergeseran model tersebut terjadi pul@ pergeseran dari pengutamaan dekonsentrasi ke
pengutamaan desentralisasi.

Yang dilakukan kétika_ otonomi terjadi adalah pemangkasan dan pelangsingan
struktur organisasi dalami-rangka menggeser model organisasi yang hirarkis dan
gemuk ke medeh Organisasi yang datar dan langsing. Serta yang terjadi adalah
hubungan ‘antara kabupaten/kota dengan provinsi yang semula ‘dependent’ dan
‘subordinate’ kini hubungan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi menjadi
‘independent” dan ‘coordinate’. Pola hubungan ini tercipta sebagai konsekuensi
perubahan dari otonomi yang dianutnya ‘integrated prefectoral system’ yang utuh ke
‘integrated prefectural system’ yang parsial hanya pada tataran provinsi. Karena

dengan otonomi daerah yang dianutnya yaitu ‘integrated prefectoral system’ pada

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41283 %df

provinsi yaitu dengan peran ganda Gubemur sebagai kepala daerah dan wakil
Pemerintah.

Hal ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan kembali daerah otonom yang
secara desentralisasi memiliki karakteristik keterpisahan. Sedangkan dalam
pelaksanaan pemerintahan yang jelas adalah distribusi urusan pemerintahan kepada
daerah otonom yang semula dianut ’ultra-vires doctrine’ dengan merinci urusan
pemerintahan yang menjadi kompetensi daerah otonom diganti, dengan ‘general
competence’ atau ‘open and arrangement’ yang merinci fungsi_pemerintahan yang
menjadi kompetensi Pemerintah dan Provinsi. Pengawasan Pemerintah terhadap
daerah otonom yang sernula cenderung koersif bergeserke persuasif agar diskresi dan
prakarsa daerah otonom lebih tersalurkan, Konsekuensinya, pengawasan Pemerintah
terhadap kebijakan Daerah yang seffiula~secara preventif dan represif, kini hanya
secara represif.

Dasar secara teorifis-enipiris otonomi yang terjadi saat ini adalah pelimpahan
wewenang ataupun urusafr’pemerintahan yang menjadi kompetensi daerah otonom.
Hal ini dimanifestasikan dalam pelayanan publik bagi masyarakat setempat dalam
semangat Kesejahteraan (welfare state) sesuai arahan dan amanat UUD 1945. Suara
dan pilihan masyarakat setempat akan dijadikan orientasi daerah otonom. Lowndes,
secara filosofis mengemukakan bahwa: ldeas of locality and community are
fundamental to the rationale for local government. Such ideas have a “practical’ and
a ‘moral’ dimension. Practically, local government is suited to the provision of basic-

level services consumed by individuals, households and communities. Morally, it can
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be argued that the local community constitutes the wellspring of citizenship and
democracy and is fundamental building block for any government system.

Dalam kerangka good governance perlu dibangun saluran-saluran yang
memungkinkan untuk terciptanya “participatory democracy”, baik dalam proses
pembuatan kebijakan maupun implementasinya. Hal ini dikarnakan sesuai dengan
paradigma reinventing government yang kini berkembang serta bergesernya peran
Pemerintah Daerah dari services provider ke services enabler untuk mengakomodasi
pergeseran paradigma dari rowing the boat ke steering the“oat” yang terkandung
dalam konsep good governance.

Penyelenggaraan Negara dilaksanakan &esuaidengan Undang-undang Dasar

Negara oleh karenanya Pemerintdh “Pdsat berwenang merencanakan,

melaksanakan, menyelengarakan, mengawasi dan menilai pelaksanaan setiap

kegiatan penyelengaraan Negata~diseluruh wilayah Negara, baik secara
langsung ataupun tidak lansting.“Pemberian otonomi kepada daerah tidak
berarti Pemerintah Pusati, mélepaskan tanggungjawab akan tetapi tetap
bertanggung jawab ataS, penyelenggaraan Negara di daerah. Pemberian
otonomi tidak lebih dari"pemberian kewenangan yang terbatas kepada daerah
dan masih tetap «dalanibatas-batas kewenanngan Pemerintah Pusat. Oleh
karenanya penyelenggaraan Negara pada daerah otonom tetap harus menurut
dan sesuai dengaft” Undang-undang, peraturan, dan semua ketntuan yang
ditetapkaroleh Pemerintah Pusat. Hal ini baik ketentuan yang bersifat umum

maupun.peraturan yang bersifat sektoral atau khusus. LAN, 2008.

Otonomi” daerah dan desentralisasi yang menjadi prioritas utama adalah
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanana tersebut intinya adalah
pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Prasojo, 2010. Tujuan
utama dari desentralisasi dan eksistensi pemerintahan daerah adalah peyediaan
pelayanan public bagi masyarakat. intinya adalah pengurangan kemiskinan,

penyediaan pendidikan, pembangunan dan pemeliharaan rumah sakit, penyediaan air

bersih merupakan fungsi-fungsi yang harus diemban oleh pemerintah daerah.
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Pelayanan public tersebut disediakan oleh pemerintah daerah dan dibiayai oleh pajak
dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat local maupun pembiayaan yang
berasal dari pemerintah pusat. Pengaturan dan pengurusan pelayanan publik menjadi
tugas utama pemerintahan daerah dan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat daerah dan
birokrat-birokrat daerah.

10. Kosep-konsep desentralisai, dekonsentrasi

Konsep desentralisasi pada hakekatnya adalah sebuah kontinum.
Desentralisasi selalu ada pergerakan intinya tidak berada pada ruang yang kosong
ataupun hampa dan vakum. Artinya ini sellalu bergerak_ dayi titik sebelumnya menuju
titik-titik selanjutnya.

Menurut (Prasojo, 2011:1.3). “Pada™hakekatnya pembagian kekuasaan

pemerintah secara vertical yang metahirkan desentralisasi dan otonomi daerah

merupakan komplementer atdtspeiengkap dari pembagian kekusaan secara
horizontal yang melahirkaf, kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislative”.

Secara horizontal pembagian kekuasaan bertujuan untuk menciptakan

keseimbangan (Balance”f power) dalam penyelenggaraan Negara organ yang

membuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya

(legislatif), organ-yang melaksanakan undang-undang (eksekutif), dan organ

yang menjadi, pengawas kesesuaian undang-undang terhadap konstitusi dan

pengawas'datam pelaksanaan undang-undang adalah (yudikatif).

Intinya desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan
bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan
menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan
desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada pemerintah
daerah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing

power), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih

oleh Rakyat Daerah, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah
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Pusat. Dorongan desentralisasi yang terjadi di berbagai negara di dunia terutama di
negara-negara berkembang, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya, latar
belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia,
kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat
pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi di beberapa negara, dan yang
terakhir, banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintahan sentralistis dalam
memberikan pelayanan masyarakat yang efektif.

Desentralisasi tidak mudah untuk didefinisikan, karepa,menyangkut berbagai
bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyarngkui aspek fiskal, politik,
perubahan administrasi dan sistem pemerintahan ‘serta pembangunan sosial dan
ekonomi. Secara konseptual desentralisasi “tefdiri atas: Desentralisasi Politik
(Political ~ Decentralization);  Désentralisasi ~ Administratif ~ (Administrative
Decentralization); DesentralisasinFiskal (Fiscal Decentralization); dan Desentralisasi
Ekonomi (Economic or Market Decentralization).

Desentralisasi, Adrinitratif, yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan
untuk mendistribusikan kewenangan, tanggungjawab, dan sumber-sumber keuangan
untuk menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggungjawab tersebut terutama
menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi—fungsi
pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada aparatnya yang adadi daerah, tingkat
pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu.

Desentralisasi administratif pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai

berikut;
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1. Dekonsentrasi (deconcentration), yaitu pelimpahan wewenang dari
Pemerintah Pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan
Pemerintah Pusat di Daerah.

2. Devolusi (devolution), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat
pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas
pemerintahan dan pihak Pemerintah Daerah mendapat discretion yang
tidak dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal, tertentu dimana
Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampusmelaksanakan tugasnya,
Pemerintah Pusat akan memberikan superiisi‘secara tidak langsung atas
pelaksanaan tugas tersebut. Dalam¢melaksanakan tugasnya, Pemerintah
Daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan
kewenangan sepenuhnyafuntuk”melaksanakan fungsi publik, menggali
sumber-sumber _penerimaan  serta  mengatur  penggunaannya.
Dekonsentrasi dan devolusi dilihat dari sudut konsepsi pemikiran hirarki
organisasi ‘dikenal sebagai distributed institutional monopoly of
administrative decentralization.

3. “Rendelegasian (delegation or institutional pluralism), yaitu pelimpahan
wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar
struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh
Pemerintah Pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan
ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang

mempunyai  keleluasaan  (discretion)  dalam  penyelenggaraan
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pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak
pemberi wewenang (sovereign-authority).
B. Penelitian Terdahulu
Suryanto, dkk (2008) dalam penelitian berjudul *“Strategi Penerapan Standar
Pelayanan Minimal di Daerah” menyimpulkan bahwa dalam hubungan dengan
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintahan provinsi dan
pemerintahan daerah kabupaten/Kota maka pelaksanaan urusam=wajib dan pilihan
tersebut menjadi acuan dan tolok ukur keberhasilannya.“Penyelenggaraan urusan
wajib merupakan penyediaan pelayanan dasar kepada inasyarakat sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimal sebagai alat ukur yang ditetapkan pemerintah. Birokrasi
di era otonomi daerah ini tidak bisa tidak “harus mempunyai tolok ukur yang
digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan pelayanan publik. Secara international,
tolok ukur tersebut biasa disebut Minimum Service Standard. Peter F. Drucker
berpandangan bahwa tiddk/ada-di dunia yang disebut negara tertinggal, yang ada
adalah under managed cguntry. Ketertinggalan negara-negara terbelakang terutama
disebabkan oleh_keteftinggalan dalam manajemennya. Salah satu kelemahan dalam
manajemerininl adalah karena tidak mampunya birokrasi memberikan pelayanan,
karena : 1) manajemennya tidak memiliki wawasan dan bakat bisnis; 2) mereka
membutuhkan orang-orang baru; 3) sasaran dan hasilnya tidak terukur dan tidak
nyata.
Hadiati. WK, dkk (2009) dalam penelitian berjudul “Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” memberikan kesimpulan bahwa dalam

konteks kajian ini, tataran pengambilan kebijakan sebenarnya dapat dikatakan sebagai
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proses untuk mencapai Kkinerja tataran pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, aspek-

aspek peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah diambil dari

tataran pelaksana kebijakan, itu pun tidak seluruhnya karena aspek kebijakan teknis

penyelenggaraan urusan pemerintahan, ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan, pengelolaan barang milik daerah, dan pemberian fasilitasi terhadap

partisipasi masyarakat dapat digabungkan ke dalam aspek lainnya. Aspek-aspek yang

dikaji

meliputi:

pengelolaan

kelembagaan,

kepegawaian,

perencanaan dan

penganggaran, pelayanan publik, keuangan dan akuntabilitas.daerakh.

daerah, terutama
yang berkaitan

dengan
pelayanan dasar
baik kepada
Provinsi

maupun kepada

Provinsi Kalimantan
Selatan (Kota
Banjarmasin dan
Kabupaten Banjar)

Provinsi Nusa

TABEL 1
MATRIK PENELITIAN TERDAHULU
Nama, Tahun, Fokus Tempat dan Hasil Temuan
Judul Penelitian Metode Penelitian
1 2 3 4
Suryanto, dkk | Pemerintah Rravinst” Sumatera | Hubungan dengan
(2008)  Strategi | melalui PP No. Sefatan (Kota | penyelenggaraan pelayanan
Penerapan 65 Tahun 2005 | Rrabumulih dan | kepada masyarakat oleh
Standar tentang Kabupaten ~ Muara | pemerintahan provinsi dan
Pelayanan Pedomap Enim). pemerintahan daerah
Minimal di | PenyuSurian dan kabupaten/Kota, maka
Daerah Pererdpan Provinsi pelaksanaan urusan wajib dan
Standar D.l.Yogyakarta pilihan tersebut menjadi acuan
Pelayanan (Kota  Yogyakarta | dan tolok ukur keberhasilannya.
Minimal (SPM) | dan Kabupaten
telah Sleman). Penyelenggaraan urusan wajib
menetapkan merupakan penyediaan pelayanan
aturan Provinsi Bali (Kota | dasar kepada masyarakat sesuai
keharusan Denpasar dan | dengan Standar Pelayanan
diterapkannya Kabupaten Minimal sebagai alat ukur yang
urusan wajib | Jembrana) ditetapkan pemerintah.

Birokrasi di era otonomi daerah
ini  tidak bisa tidak harus
mempunyai tolok ukur yang
digunakan untuk menilai kinerja
pelaksanaan pelayanan publik.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




412838df

Daerah telah
menjadi
pengungkit
utama
leverage)
upaya
perwujudan
kapasitas
pemerintahan

daerah.

(key
bagi

Kabupaten Banjar)

Provinsi  Sulawesi
Selatan (Kabupaten
Maros dan
Kabupaten Takalar)

Provinsi Jawa Timur
(Kabupaten Malang
dan Kabupaten

Kabupaten/Kota | Tenggara Timur
(Kota Kupang dan
Kabupaten Kupang)
Provinsi Maluku
Utara (Kota Ternate
dan Kota Tidore
Kepulauan)
Provinsi Papua
(Kota Jayapura dan
Kabupaten Jayapura.
Metode kualitatif
dan  pengumpulan
data dengan
wawancara
mendalam dan{depth
interview
Hadiati. WK, dkk | Kebijakan- Provinsi/, Swumatera | Bahwa dalam konteks kajian ini,
(2009) kebijakan Selatan (Kabupaten | tataran pengambilan kebijakan
Peningkatan pelaksana  UU | Ogan~Komering llir | sebenarnya  dapat  dikatakan
Kapasitas No. 32 Tahun | dampKabupaten Musi | sebagai proses untuk mencapai
Penyelenggaraan | 2004  tentang™, Banyuasin) Kinerja tataran pelaksana
Pemerintahan Pemerintahan kebijakan.
Daerah Daerah, _datam {Provinsi  Sumatera
hal ini RP/No,6 | Barat (Kota Solok | Olen karena itu, aspek-aspek
Tahun 2008 | dan Kabupaten | peningkatan kapasitas
tentang Solok) penyelenggaraan ~ pemerintahan
Redoman daerah  diambil dari tataran
Evaluasi Provinsi Kalimantan | pelaksana kebijakan, itu pun tidak
Penyelenggaraa | Selatan (Kota | seluruhnya karena aspek
n Pemerintahan | Banjarmasin dan | kebijakan teknis penyelenggaraan

urusan pemerintahan, ketaatan
terhadap peraturan perundang-
undangan, pengelolaan barang
milik daerah, dan pemberian
fasilitasi  terhadap  partisipasi
masyarakat dapat digabungkan ke

dalam aspek lainnya.

Aspek-aspek yang dikaji meliputi:
pengelolaan kelembagaan,
kepegawaian, perencanaan dan
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Gresik) penganggaran, pelayanan publik,
keuangan  dan  akuntabilitas

Provinsi Bali | daerah.

(Kabupaten

Jembrana dan

Kabupaten Badung)

analisis data
lapangan dan studi
pustaka melalui
metode  penelitian
kualitatif

C. Kerangka berfikir
1. Kerangka Pikir Dasar Yang Diamati

Kerangka pikir adalah merupakén penyederhanaan dari alur pikir yang
tujuannya untuk memecahkan masaiah dalam penelitian. Berangkat dari hasil
identifikasi masalah dan setelah'ditetapkannya masalah, maka penulisan teori
yang akan digunakan “wntuk”memecahkan masalah dan hasilnya akan lebih
tepat. Sehinggaltujuan“yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan
hasil datayangdiperoleh. Dalam setiap unsur penelitian didasari teori-teori, dan
setiap teor itu mempunyai komponen-komponen yang membentuknya. Maka
komponen-komponen itu juga biasa disebut sebagai dasar yang akan menjadi
titik awal kerangka pikir.

Dalam proses penelitian kualitatif teori yang akan digunakan harus di
oprasionalisasikan yang berupa indikator-indikator. Hal ini supaya dapat
diuraikan indikator-indikator yang kemudian dituangkan dalam bentuk

instrumen penelitian yang akan digunakan. Instrument tersebut bisa berupa
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daftar wawancara, format observasi, daftar isian dan lain-lain. Instrument inilah
yang akan digunakan untuk menjaring informasi yang diperlukan sehingga
sesuai dengan topek penelitian.

Menurut Lincoln dan Guba (dalam Bungin, 2010:59) menyatakan bahwa:
penelitian kualitatif harus memiliki kriteria atau setandar validitas dan
reliabilitas. Standar atau kreteria utama guna menjamin keabsahan hasil
penelitian kualitatif, yaitu: Standar kredibilitas ini agar hasil penelitian
kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta
dilapangan (informasi yang digali dari subyek atau partisipan yang diteliti)
perlu dilakukan upaya- upaya sebagi berikut:

e Memperpanjang keikutsertaan penelitian dalam| pengumpulan data di
lapangan. Hal ini mengingat karena dalam penehitian”kualitatif, peneliti
merupakan intrumen utama penelitian., Bengah semakin lamanya
peneliti dalam pengumpulan data, akan) semakin memungkinkan
meningkatnya derajat kepercaydap.. ddata yang dikumpulkan.
Persyaratan ini membrikan petugjuk bahiwa dalam pengumpulan data
tidak boleh diserahkan sependhnyaskepada enumerator, sebagaimana
yang lazim dijumpai pada kebanyakan penelitian kualitatif. Yang tahu
persis permasalahan yang.diteliti adalah peneeliti itu sendiri, bukan
orang lain, termasuk entmerator.

e Melakukan opservasi Secara terus menerus dan sungguh-sungguh,
sehingga peneliti 'semakin mendalami fenomena sosial yang diteliti
seperti apa_adanya.” Teknik opservasi boleh dikatakan merupakan
keharusan<alam pelaksanaan penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan
karenadanyaknya fenomena sosial yang tersamar atau “kasat mata”,
yang sulisterungkap bilamana hanya digali melalui wawancara.

e Melaklkan trigulasi, baik trigulasi metode (menggunakan lintas
metode pengumpulan data), trigulasi sumber data (memilih berbagai
supiber data yang sesuai), dan trigulasi pengumpulan data (beberapa
peneliti yang mengumpulkan data secara terpisah). Dengan teknik
trigulasi ini memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya
atau selengkap-lengkapnya.

e Melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut melakukan penelitian)
untuk berdiskusi, memberikan masukan, bahkan kriyik mulai awal
kegiatan proses penelitian sampai tersusunya hasil penelitian (peer
debriefing). Hal ini memang perlu dilakukan, mengingat keterbatasan
kemampuan peneliti, yang dihadapkan pada kompleksitas fenomena
sosial yan diteliti.

e Melakukan analisis atau kajian atau kajian kasus negative, yang dapat
dimanfaatkan sebagai pembanding atau sanggahan terhaadap hasil
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penelitian. Dalam beberapa hal, kajian kasus negative ini akan lebih
mempertajam temuan penelitian.

o Melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis data.

e Mengecek bersama-sama dengan anggota penelitian yang terlibat
dalam proses pengumpulan data, baik tentang data yang telah
dikumpulkan, kategorisasi analilis, penafsiran dan kesimpulan hasil
penelitian.

2. Kerangka Pikir Penelitian

Dasar Kerangka pikir penelitian ini adalah yang digunakan sebagai
acuan pelaksanaan penelitian. Dalam Pustaka pefjelitian ini akan
mengutarakan berbagai teori yang digunakan. Pada‘dasarnya kerangka pikir
merupakan penyederhanaan dari alur pikir_yang dkan digunakan dalam
memecahkan masalah penelitian. Beraggkat»dari masalah dan teori yang
akan digunakan dalam memecahkan masatah dan tujuan akhir penelitian.

Ini dibuat dan diringkas ‘dalam bentuk gambar/model sehingga mudah
dan jelas dimengerti. Semeniara sebagian orang juga menyebutnya sudut

pandang penelitiar, atau paradigma penelitian. Sebagai gambaran kerangka

pikir penelitian, initergambar pada diagram atau bagan sebagai berikut:
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BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN
A. Desain Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses kegiatan ilmiah yang banyak mempunyai
alasan dan juga mempunyai tujuan.

Menurut Irawan (2010:1.3) pada dasarnya semua manusia dikaruniai
Tuhan dengan rasa ingin tahu (curiosity) terhadap sesuatu. Jika rasa ingin
tahu ini belum terpenuhi maka manusia masih pada tahap.‘belum tahu” dan
jikalau “sudah tahu” maka manusia itu disebut *berpengetahuan”.
Sedangkan sesuatu yang sudah diketahui itus disebut “pengetahuan”
(knowledge).

Dari pemahaman tersebut dan dari semia_pericarian (penelitian) terhadap
jawaban yang dicari itu terletak pada cara (metode) yang digunakan.
Metode ini adalah alat berpijak fada.engertian tersebut, maka dalam
penelitian diperlukan suatu desain. Karena “desain penelitian merupakan
suatu proses yang melipufi~herbagai kegiatan yang dimulai dari
pengamatan, memilih pr@syduf,” dan teknik sampling, memilih alat
pengumpulan data, editihg danprosesing data, analisis data dan pembuatan
laporan” (Nazir,1999:100).

Desain penelitiansyang digunakan dalam penyusunan penulisan “Tugas Akhir
Program Magister” TAPM ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu
metode penelitian” yang bisa memberikan gambaran secara jelas dan sistematis
tentang suatu’permasalahan, kemudian dianalisis guna mencari alternative pemecahan
masalah.

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 1988: 3) “metode penelitian
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Selain itu

menurut Kirk dan Miller (dalam Moleong 1988: 3) "penelitian kualitatif adalah tradisi
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tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada
pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-
orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”.

Selain itu Danim (1997: 187), menerangkan ciri utama dari penelitian
kualitatif adalah sebagai berikut:

e Penelitian kualitatif mempunyai seting alami sebagai sumber data langsung
dan peneliti adalah instrument utamanya. Kedudukan peneliti sebagai
instrument pengumpul data lebih dominan dari pada instrutnent lairnya.

e Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana data yang dikumpulkan
berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.“Kalaupun ada angka-
angka itu sifatnya hanya sebagai penunjang. Suatu eontoh data yang diperoleh
meiliputi transkip interview, catatan lapangan, Teto,/ dokumen pribadi dan lain-
lain. 3)Penelitian kualitatif lebih menekaokan. pada proses kerja, dimana
seluruh fenomena yang dihadapi diterjemhahkan ke dalam kegiatan sehari-hari
terutama yang berkaitan dengan masaiah sestal.

e Penelitian kualitatif cenderung mengguniakan pendekatan induktif. Abstraksi-
abstraksi disusun oleh peneliti kebijakan atas dasar data yang telah terkumpul
dan dikelompokkan bersama-sama - melalui pengumpulan data selama kerja
lapangan di lokasi penelitian,

e Penelitian kualitatif memberi titik tekan pada makna, dimana focuspenelaahan
terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia.

Hal ini juga<menurut Moleong (2009:8) Penelitian kualitatif dapat di
asumsikan sebagai:

e Tindakartpengamatan mempengaruhi apa yang dilihat, karena itu hubungan
penelittan harus mengambil tempat pada keutuhan dalam konteks untuk
keperluan pemahaman.

o Konteks sangat menentukan dalam menetapkan apakah suatu fenomena
mempunyai arti bagi konteks lainnya, yang berarti bahwa fenomena harus
diteliti dalam keseluruhan pengaruh lapangan.

e Sebagai struktur nilai kontekstual bersifat determinative terhadap apa yang
akan dicari.

Nazir, 1999:63. Menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode

dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, sistem
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pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan atau lukisan
secara sistematis, sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan

hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Sedangkan kualitatif menurut (Nasution, 1992:18) “Yaitu disebut kualitatif
karena sifat data yang yang dikumpulkannya yang bercorak kualitatif bukan
kuantitatif, karena tidak mengunakan alat pengukur”. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif.

Menurut Mulyana, 2001:156. Pendekatan induktif yaitu berangkat dari
kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan péngalaman nyata (ucapan atau
prilaku subyek penelitian atau situasi lapangar’penelitian) untuk kemudian
dirumuskan menjadi model, konsep, &eoriprinsip, proposisi, atau definisi
yang bersifat umum. Induksi adalahproses dengan mana peneliti
mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data
tersebut, yang sering juga disebut'grounded theory.

Kesimpulannya metode déskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang
mempelajari dan mengamati‘suatu-masalah dengan mengumpulkan data, fakta-fakta
untuk dianalisa dan diinterperestasikan secara tepat, sehingga memberikan gambaran
tentang masalah, “tersebut, serta hubungan dari fenomena-fenomena serta
mempengaruhi “fernomena-fenomena tersebut. Dari pemahaman-pemahaman diatas
maka penulis'mencoba meneliti fenomena-fenomena yang ada dilapangan. Setelah itu
mendeskripsikannya secara sistematis, factual, dan akurat kemudian berdsarkan

fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan kemudian

dikrucutkan dalam kesimpulan yang lebih khusus.
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B. Subyek Penelitian

Subyek penelitian atau informan penelitian intinya adalah obyek penelitian,
karena dalam penelitian kualitatif yang diteliti dan siapa yang jadi informen harus
sudah jelas. Karena dari situ yang menjadi dasar permasalahan yang juga menjadi
obyek penelitian.

1. Sasaran penelitian

Sasaran dalam penelitian ini adalah semua Kelurahan, di“enam Kecamatan
yang ada di kabupaten Kotawaringin Barat. Adapufjumlah Kelurahan yang ada
adalah Kecamatan Arut Selatan ada 7 Kelurahan; Keecamatan Kumai ada 3 Kelurahan,
Kotawaringin Lama ada 2 Kelurahan, dan Kecamatan Arut Utara ada 1 Kelurahan.
Jadi jumlah kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Bart ada 13 Kelurahan
data dari bagian penerintahan Kahupatén Kotawaringin Barat.

2. Informan

Informan penglitiaf’ini adalah yang nantinya akan dijadikan obyek penelitian.
Penelitian sogial \karena cakupannya sangat luas, sehingga perlu suatu cara untuk
menentukan..siapa yang ditentukan sebagai informen. Cara atau teknik yang
digunakan ini menyesuaikan dengan desain penelitian, yang intinya memberikan
kesempatan sama kepada informan untuk digali keterangannya dan masukannya
kepada peneliti dengan cara wawancara atau interview. Dalam melakukan penelitian
peneliti menggunakan sumber data yang berupa:

Person, yaitu dengan studi lapangan dan dengan menghimpun data dan

informasi dari sumber informasi yaitu informan yang merupakan stake holders yang
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terlibat lansung dalam proses implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tentang
Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pengumpulan data dan informasi dari sumber person tersebut dilakuan
dengan wawancara semi struktural mengunakan cara purporsive sampling yang

sasarannya adalah:

1 Kabag Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat 1 orang

2 Kabag Organisai Kabupaten Kotawaringin Barat 1 orang

3 Lurah dan staf di 13 Kelurahan se Kotawaringin Barat 13 orang+
Jumlah 15 orang

Selain itu peneliti juga mendapatkan informasi, dari hasil interaksi dengan
aparat Kecamatan, aparat Kelurahan masyarakat{Kelurahan selama melaksanakan
penelitian.

Place, yaitu sumber data berupa-tempat yang menyediakan tampilan yang
berupa keadaan diam dan bergerak. Tempat penelitian penulis berlokasi di
Kecamatan Kotawaringin Laiia Kabupaten Kotawaringin Barat dengan segala
lingkungannya. Pengumpulan”data dari sumber data ini dilakukan dengan kegiatan
pengamatan.

Papery, yaitl sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka,
gambar atau Symbol-simbol yang diperoleh melalui dokumentasi. Data tersebut dapat
berupa data penunjang yang diperoleh dari bahan bacaan, dokumen, peraturan
perundang-undangan dan data yang dapat dijadikan literature dalam menunjang
pelaksanaan penelitian.

Metode pengumpulan informasi ataupun data terhadap informan ini harus

representative, karena hal ini harus dapat mewakili dari seluruh populasi yang ada.
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Oleh karena itu tekniknya menggunakan metode purporsive sampling. Ini artinya
peneliti mengunakan pertimbangan sendiri yaitu dengan berbekal pengetahuan yang
cukup tentang populasinya. Hal ini di gunakan dengan tujuan untuk mempermudah
dari jalannya proses penelitian dan juga mempermudan dalam mencari data.

C. Instrumen Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian kualitatif disebutkan bahwa intrumen
penelitian adalah manusia. Pada penelitian kualitatif mengutamakan dirinya juga
orang lain sebagai intrumen pengumpulan data utama. Pelibatan peneliti sebagali
instrument bukan berarti menghilangkan esensi manusiawinya, tetapi kapasitas jiwa
dan raganya dalam melakukan pengamatan giepelitidn yang intinya mengamati,
bertanya, melacak, memahami dan mengabstraksikan merupakan alat yang penting
dalam proses penelitian.

Mengingat penelitian yang bersifat naturalistik adalah tidak ada pilihan lain
yaitu menjadikan manusia_ sebagai intrumen penelitian utama. Untuk pelaksanaan
penelian maka peneliti mengunakan alat pengumpul data yang berupa:

1. Interview” Guide,yaitu daftar pedoman pertanyaan wawancara yang
digunakan dalam proses wawancara dengan informan agar terarah dan
tetap fokus kepada permasalahan penelitian.

2. Catatan lapangan, yaitu catatan kecil yang diperoleh dari wawancara

maupun pengamatan di lapangan.
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D. Prosedur Pengumpulan Data
1. Sumber Data
Sumber data adalah pusat pengambilan data. Adapun sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dari imformannya langsung, karena data yang
diambil ataupun yang diperoleh peneliti berasal dari sumbernya maka diharapkan
falid. Data yang diambil adalah data yang menunjang penelitian ini, adapun data
tersebut terdiri dari:
a.  Dataprimer
Data primer merupakan data yang diperoleli dengan melihat fakta-
fakta di lapangan dan cara yang digunakan untuk menggali data
tersebut dengan wawancara dan pengamatan langsung. Sasaran
wawancara ini adalali kepata informan karena data yang diperolehini
langsung dari.sumberriya. Informan ini karena sebagai sumber data,
maka sengaja.dipilih dari subyek yang menguasai permasalahan dan
juga ‘mengetahui banyak hal tentang informasi yang dibutuhkan seta
merniliki data dan bersedia memberikan data.
b.\./Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari hasil-hasil
laporan, dokumen-dokumen otentik dari instansi-instansi, kecamatan
dan kelurahan, serta catatan-catatan lainnya.
Sumber data dikelompokan menjadi tiga bagian. Ketiga bagian tersebut
pengelompokannya Menurut Arikunto, 2002:41 terdiri dari Paper, person, dan place

penggertiannya adalah:
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e Paper (kertas), dalam hal ini pengertiannya adalah dokumen-dokumen, buku-
buku, majalah-majalah dan berbagai bahan tulisan nlainnya.
e Person (manusia), dengan cara bertemu, bertanya, berkonsultasi dengan
informasi yang dibutuhkan.
e Place (tempat), berupa lokasi atau benda-benda yang terdapat dalam
penelitian.
2. Alat Pengumpul Data
Teknik untuk mengumpulkan data, fakta dan informasi yang diperlukan dalam
penelilian Tugas Akhir Program Magister ini peneliti; melakukan penelitian di
lapangan dengan teknik sebagai berikut:
a. Wawancara
Teknik pengumpulan data melaiui Tanya jawab secara langsung dengan
sumber informasiyarty informan yang berkaitan dengan obyek penelitian
guna memperaleh-data atau keterangan-keterangan yang diperlukan.
Teknik wawencara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
wawahcara semi structural ataupun dengan wawancara terbuka (open
iaterview) dengan maksud agar informan mengetahui bahwa mereka
sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud dari wawancara
tersebut.
Selain itu penulis juga mengunakan metode interview bebas terpimpin,
artinya pewawancara menanyakan apa saja berdasrkan pedoman

wawancara (interview guide) yang merupakan penuntun bagi peneliti
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untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka,
sehingga memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi informman
untuk menyampaikan argumentasinya.
b. Obsevasi
Untuk melengkapi data yang diperoleh maka digunakan teknik opservasi
atau pengamatan, tujuannya adalah untuk melengkapi keterangan yang
diperoleh. Dengan cara dilakukan pengamatan lapgsung dilapangan,
pengamatan inidilaksanakan secara pertcipant “observer, teknik ini
digunakan untuk menggali data yaitu dafidparatur kelurahan. Adapun
sasarannya adalah 13 (tiga belas)/keltrahan yang ada di Kabupaten
Kotawaringin Barat.
c. Dokumentasi
Teknik pengumpulan, data ini dengan cara melihat, mempelajari dan
menelaah  dokumeén-dokumen, buku-buku, arsip, serta peraturan
perundang-updangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Adapun‘data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain adalah:
kenapa Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 belum di
implementasikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
E. Metode Analisa Data
Karena data yang diperoleh masih mentah, maka dari hasil perolehan data dan
informasi  di lapangan yang telah digabungkan, peneliti melakukan
penginterpretasian. Penginterpertasian tersebut dari akumulasi data dan informasi

tersebut sehingga penulis dapat memperoleh deskripsi (gambaran) tentang makna
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yang terkandung didalamnya. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis
kualitatif. Kerena pada akhirnya akan mendeskripsikan data tersebut sehingga mudah
dipahami dan dimengerti.

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data yang
telah didapat dari sumbernya yaitu dari informan yang telah ditentukan adalah
sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data dan informasi yang diterima direduksi, dipilia hal-hal yang pokok,
difokuskan pada inti permasalahan yang berkaitan dengan tema ataupun
pola penelitian, sehingga data-dataersebut mudah untuk dikendalikan.
Menurut Nasution, 1988:129. Laporan lapangan segagai bahan mentah
disingkatkan, direduksi, diSusurrtebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok
yang penting, diberi Susunan yang lebih sistematis, sehingga lebih mudah
dikendalikan.<Data"yang direduksi memberikan gambaran yang lebih
tajam tentang,Hasil pengamatan.

2. Display data

Rispiay data dilakukan agar dapat meliihat gambaran keseluruhannya atau
bagian-bagian tertentu dari penelitian itu harus diusahakan membuat
berbagai macam matriks, grafik, networks, dan charts. Dengan demikian
peneliti dapat menguasai data menurut (Nasution, 1988:129).

Display data yang penulis lakukan adalah display data mengenai fakta-

fakta empiris mengenai belum dilaksanakannya Peraturan Pemerintah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41287 pdf

Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin
Barat.
3. Interpretasi data
Interpretasi data menurut (Ayari, 1983:104). Yaitu mencari arti yang lebih
luas daripada jawaban dengan menghubungkanya dengan ilmu
pengetahuan atau hasil penemuan yang sudah ada.
4. Triangulasi
Triangulasi adalah untuk mengecek kebenaram, datamenurut (Irawan,
2010: 5.29) triangulasi adalah proses chegK)and recheck antara satu
sumber data dengan sumber data Jainnya. Dalam proses ini beberapa
kemungkinan bias terjadi.
Dalam penelitian ini pola trigngtiasi yang digunakan adalah perbandingan
terhadap data dan.stmber data. Data ini bias berasal dari wawancara,
observasi ataupuh. dokumentasi dari implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 73, tahtn 2005 Tentang Kelurahan di Kabupateen Kotawaringin
Barat."Data tersebut di dapat dari semua kelurahan yang ada di Kabupaten
Kotawaringin Barat.
F. Pelaksanaan Penelitian
1. Lokasi dan Waktu
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat dan
waktu pelaksanaan penelitian TAPM atau TESIS ini dimulai pada bulan Januari
sampai dengan Maret 2013, sedangkan proses penyelesaian penulisan Tesis mulai

pada bulan April sampai dengan Juli 2013.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41287 %df

2. Penelitian

Penelitian dimulai dari identifikasi Keadaan Daerah atau ldentifikasi Wilayah
ini adalah usaha untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang
berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 di
Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini dilaksanakan karena untuk mengetahui
permasalahan dalam pengimplementasian peraturan pemerintah tersebut baik yang
berhubungan dengan mekanisme atau prosudur pelaksanaan, clampak keterkaitan
dengan dinas dan lembaga lain, dorongan-dorongan yang miendukung dalam
pelaksanaannya dan juga hambatan-hambatan dalam pélaksanaan.

Usaha untuk mendapatkan informasi mengendi permasalahan diatas yang
dilakukan adalah dengan cara melakukan_ interview menggunakan Wawancara Semi
Struktural (WSS) yang berhubungérydenngan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor: 73 Tahun 2005. Sedangkan informan yang akan digali informasinnya adalah:
Bagian Pemerintahan Setda /Kabupaten Kotawaringin Barat, Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Kotawaringim/Barat, selanjutnya hasil wawancara tersebut dihimpun dan
direkapitulasieuntuk “dianalisis, hasil analisa tersebut disimpulkan serta disajikan

dalam bentuk.tufisan penelitian yang berupa TAPM atau TESIS.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan Temuan Secara Umum

Berdasarkan hasil pembahasan yang bersumber dari data-data penelitian
tentang Implementasi Kelurahan Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 dalam Rangka
Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Kotawaringin Barat Pravinsi Kalimantan
Tengah maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan implementasi Peraturan Penikintah Nomor: 73 Tahun 2005
Tentang Kelurahan masih menemui beberapa-kendala ataupun hambatan karena
bagi daerah yang belum mengimplementasikan peraturan ini tidak ada sangsi
yang jelas. Selain itu dari perferingtah pusatpun sampai saat ini juga tidak
memaksakan supaya daerah secepatnya untuk  mengimplementasikan dari
amanat Peraturan Pererintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan dengan
sepenuhnya.

2. Bahwa dalam.melaksanakan Peraturan Pemrintan Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan perlu adanya aturan turunan baik itu dari Kementrian Dalam negeri
dan juga Kementrian Keuangan, setelah itu Pemerintah Daerah juga membuat
aturan turunan yaitu berupa Peraturan Daerah dan juga Peraturan Bupati.

3. Dalam implementasi Peraturan Pemrintah Nomor: 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan ini juga perlu di singkronkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Karena sampai saat ini

kelurahan adalah kantor yang eselonnya masih eselon IV bagaimana seharusnya
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hal itu ada petunjuk tersendiri akan pelaksanaan eselon IV sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah, karena kantor yang sudah diterapkan sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah secara penuh adalah kantor yang eselon I11.

4. Dalam implementasi Peraturan Pemrintah Nomor: 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan perlu adanya kesiapan daerah karena sampai saat ini belum semua
daerah dapat menerapkan PP yang dimaksud, bagi daerah yang belum siap
supaya pemerintah pusat memberikan pernhatian yang tehih, karena pada
hakekatnya ini adalah dalam rangka pelayanan publik atatrpejayanan masyarakat
yang baik ataupun yang berkualitas yaitu melalui pelayanan prima.

B. Simpulan Hambatan Implementasi Kelurahan Sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah

Selain simpulan secara umum “friasih ada simpulan yang berhubungan
dengan hambatan dari implementasi”Kelurahan Sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah, untuk Kabupaterd Kotawaringin Barat adalah dimungkinkan saat ini adalah
otonomi daerah sebendrnya pemerintah pusat mengharapkan kesiapan dan
pemberdayaar-pemerintah daerah kabupaten. Karena dengan otonomi daerah sudah
sewajarnyasdaerah dapat mengimplementasikan Peraturan Pemerintah inni dengan
sepenuhnya. Sebab untuk Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjadi kendala
adalah mengenai anggaran ataupun pagu kelurahan ini belum ada kecuali yang
sfatnya bantuan. Hal ini terlihat pada Keuangan Kelurahan yang ada di Kabupaten
Kotawaringin Barat ini belum sesuai dengan Pasal 9 ayat (1 dan 2) Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Karena pada saat peneliti melaksanakan

penelitiannya ditemukan bahwa kelurahan membiayai rumah tangganya selain biaya
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rutin dari kecamatan, juga menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten dan juga dari sumbangan atau bantuan pihak ketiga. Jadi pengertinnya
sampai saat ini Kelurahan Karena belum di berlakukan sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau SKPD, maka Kelurahan tidak punya pagu anggaran tersendiri.
C. Keterbatasan Peneliti

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian dan penulisannTAPM atau
TESIS ini mempunyai keterbatasan, serta mengingat limit wwaktu yang sudah
terjadwal dalam proses study karena disesuaikan dengan kaleénder akademis, maka
dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan jauidani kesempurnaan. Selain itu
peneliti juga menyadari bahwa proses penelitiasi memerlukan biaya yang amat besar
dari itu agar dengan ditemukannya akar_permiasalahan dalam proses implementasi
Kelurahan sebagai satuan kerja perafigkat-dlaerah atau SKPD berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun_ 2005 daiam rangka peneingkatan pelayanan publik ini
masih banyak kendala, maka.penulis mengharapkan kritik saran dan masukan untuk
kesempurnaan.
D. Saran

Darihasil kesimpulan tersebut diatas ada gambaran kelemahan-kelemahan
terhadap Peraturan yang telah diundangkan karena ini kurang sejalan dengan aturan
yang lainnya. Jadi disebagian daerah belum dapat mengimplementasikan Peraturan
Pemrintah Nomor: 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Atas adanya kelemahan-
kelemahan tersebut maka perlu adanya saran dan masukan sebagai evaluasi untuk
perbaikan dalam pelaksanaan Peraturan Pemrintah Nomor: 73 Tahun 2005 tentang

Kelurahan dimasa-masa yang akan datang. Adapun saran guna perbaikan kedepan
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adalah sebagai langkah untuk perbaikan pelayanan terhadap masyarakat ditingkat
bawah dengan cara implementasi Peraturan Pemrintah Nomor: 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan. Saran-saran tersebut adalah guna perbaikan pembangunan
dimasa-masa yang akan datang. Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai
berikut:

1. Adanya suatu peraturan supaya dapat dievaluasi tentunya setiap daerah
mengimlementasikan terlebih dahulu, akan tetapi juga petiu, didasari dengan
peraturan-peraturan pendukung, sehingga bagi pelaksaria dari aturan tersebut ada
payung hukumnya yang kuat dan daerah-déerdh) tidak ragu-ragu untuk
melaksanakannya.

2. Untuk Pemerintah Pusat, karena sudah“ diketahui factor penghambat dari
implementasi Peraturan Pemerintah.Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
agar dilakukan peninjauansulang ataupun penegasasn kembali akan adanya
kebijakan pemerintak{ yang teértuang dalam PP yang dimaksud.

3. Untuk pemerintah“Kabupaten agar kelurahan dapat melaksanakan pelayanan
publik ataupun®pelayanan prima kepada masyarakat agar dibuatkan kebijakan
dimana.kefurahan sejak tahun 2005 nasibnya terkatung-katung karena tidak
punya pagu anggaran.

4. Untuk penentu kebijakan baik yang di pusat ataupun yang ada di daerah, dengan
adanya peraturan yang tidak dapat diterapkan secara serempak ataupun bersama-
sama oleh semua darah, berarti setiap kebijakan itu perlu analisis yang mendalam
sehingga akhirnya semua daerah dapat menerapkannya sesuai dengan kebijakan

yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah.
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Lampiran :

=

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan
Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat

Daerah.
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